
 

 

BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari  penelitian yang telah dilakukan dan 

dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai peran  humas dalam 

membangun citra DPRD Kota Bukittinggi melalui sub-substansi 

persidangan, risalah, dan publikasi, maka dapat peneliti simpulkan bahwa    

1. Peran humas dalam membangun citra DPRD yang dilakukan oleh 

sekretariat DPRD melalui sub-substansi persidangan, risalah, dan 

publikasi dengan memfasilitasi kebutuhan DPRD dalam 

menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan serta  melakukan publikasi melewati media internal DPRD 

dan pemberian informasi kegiatan DPRD berupa press release 

kepada wartawan. Setelah itu melalui wartawan akan dibuatkan 

berita-berita dan nantinya berita yang dihasilkan akan  

dipublikasikan oleh wartawan melalui media elektronik dan media 

cetak. 

2. Perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh sub-substansi 

persidangan, risalah, dan publikasi memiliki tujuan terwujudnya 

hubungan komunikasi pemerintahan dengan wartawan serta pihak 

internal DPRD dalam mengakomodir peyebarluasan informasi 

kegiatan DPRD. Serta memfasilitasi berbagai kegiatan wartawan, 

mengikutsertakan wartawan dalam setiap kegiatan DPRD. Maka 

dengan terjalinnya hubungan baik antara humas dengan wartawan 



 

 

ini nantinya akan berdampak kepada proses publikasi DPRD dan 

pembangunan citra DPRD 

1.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan untuk menjadi 

pertimbangan bagi sub-substansi persidangan, risalah dan publikasi 

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sebagai berikut. 

1. Terkait dengan peran humas DPRD diharapkan melakukan 

peningkatan terhadap kualitas penyebaran informasi serta 

pengelolaan informasi dikelola sedemikian rupa sehingga 

menarik perhatian masyarakat dengan memunculkan tampilan 

informasi yang menarik 

2. Terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, untuk 

optimalisasi peran humas yang efektif sebaiknya pihak Sub-

Substasi Persidangan, Risalah dan Publikasi merekrut tim 

kehumasan dari pihak yang memiliki latar belakang kehumasa. 

 


